BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telan menjadi kodrat bagi manusia sebagai makhluk
soaial. Dalam kenidupannya manusia tidak dapat hidup
sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Untuk me-=

menuhi kebutuhannya, manusia selalu membutuhkan antara

merupakan hnimpunan atau kesatuan yang hidup bersama dan

menimbulkan hubungan timbal balik. Untuk mencapal kema=
ma dan saling tolong-menolong antar SeSamds Sebagaimana

dalam firman-sya surat Al-Maidah ayat 2 yaitu :
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Artinya :
wpan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerja-
kan) kebaikan dan tagwa, dan janganlah tolong
menolong berbuat dosa dan pelauggaran' (Deps
Agama RI, 1971,5 : 2)

Dari sekian aspek kerja sama dan hubungan timbal
balik antar manusia maka sewa-menyewa termasuk salah sa
tu aspek tersebut. Dalam meningkatkan kesejahieraan Bi-
dup manusia, aspek sewa-menyewa ini sangat penting pe-
ranannya. Mereka selalu berusaha untuk memenuhi kebutuh
annya baik keoutuhan primer maupun kebutuhan skunder.

Oleh sebab itu mereka membutuhkan rumah untux bertempat

tinggal, membutuhkan binatang untuk kendaraan dan ang -



Kutan, membutuhkan tanah untuk pertanian baik sawah mau
pun tambak serta membutuhkan peralatan hidup untuk digu

nakan dalam kebutuhannya.

Praktek sewa-menycwa ditengan-tengah masyarakat Dda
nyak sekall lika-likunya. lengan demikian tanpa adanya
aturan dan norma-norma yang tepat maka sudah barang ten
tu akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyara
kat. Adapun ketentuan Al-Qur'an tentang sewa-menyewa

terdapat dalam Surat Az-zuhruf ayat 32, yang berbunyi :
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nppakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-
mu? Kami telan menentukan antara mereka peng-=’
hidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami
telah meninggikan sebagian mereka atas sebagi
an yang lain beberapa derajat. Dan rahmat Tu-
nan-mu lebih baik dari apa yang mereka kumpul

kan" (Departemen Agama RI, 1975, 45 & 52)s

Artinya

Sementera itu dalam urusan sewa-menyewa Nabi SAW.
pun telan menganjurkan kepada para sanabat, sebagalmana
hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,. Abu Daud dan An-Na

sa'i dari Sa‘'ad bin Abi wWagash r.a. berkata :
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Artinya :

nDahulu kami menyewa tanah dengan (jealan memba

yar dari) tauaman yang tumbuh. Lalu Resulu~
11ah melarang kaml cara itu dan memerintahkan
kami agar membayar dengan ualg, emas atau pe-
ak" (Sayia Sabig, 1983 : IIT & 199).
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Jadi jelaslah, bahwa mengambil manfaat dengan Jja-
lan penggantian yang disebut dengan sewa-menyewa dibo-
lehkan. Hal ini pun telah disepakatl oleh seluruh Fuga=
ha' negeri besar dan fugaha' .masa perlama. Walaupun 8se
bagian ulama' ada yang melarangnya.

palam mu'amalah yang berbentuk sewa-menyewa 1ni ma

sih ba_yak macam-macam berso‘talan yang terkait den
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nya, diaantarany perso‘'alan over-sewa yaxkini menycwaian

barang sewaan kepad orang lain. Dalam masalan ini semua
fugaha ¢ membolehkan perbuatan over-sewa tersebut, asal-
kan penggunaan darang dalam over-sewa tersebut sesual

dengan perjarjlian sewa semula. Nawun jika over-sewa ter
seput dilakukan dengan ongkos/upah yang lebih tinggi da
ri ongkos sewa semula maka dalam hal ini fugaha' berbe=

da pendapat.

Diautara fugaha' yang berbeda pendapat dalam masa-=
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lah tersebut antar lain, Iman Malik, Syafi'i dan sebagi
an fuqaha' lainnya memperbdolenkan bentuk sewa-menyewa
terseput dengan menyamakan kepada jual beli. Kemudian 1
mam Hanafi dau para peugikutnya melarang cara sepertl
itu dengan alasan cara 1itu termasuk dalam bab mempero -

leh keuntungan dari apa yang tidak memerlukan tanggung-
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an terhadap barang terseout aikarenakan ftanggunga
rang tersebut Derada ditangan orang yang menyewakan. Di
samping itu juga termasuk pada bab menjual sesuatu yaug
belum diterimah.

Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, maka da.
lam hal ini penulis akan mengambil salah satu pendapat
yakni pendapat yang telah disepakatli oleh jumhur Fugaha
Hal ini dimaksudkan untux memperjelas dalam kajian ini.

Sementara 1tu didalam kitab Undang-Undang - Hukum
Perdata lndonesia juga mengatur pasal-pasal tentang se-
wa-menyewa yakni pada bab ke Tujuh uﬁxu Ketiga. Pada pa
sal 194y Kitab undang=<Undang Hukum Peradaata dijelaskan
bahwa semua jenis barang yang bergerak, baik yang tak
bergerak dapat disewakan (Subekti, TJjitrosudibio, 1995;
381).

Sewa-menyewa seperti halnya jual-beli dan perjanji
an lainnya pada umumnya, adalah suatu perjanjlan Konssn
sual..Artinya, ia sudah sah dan mengikal pada detik ter

capainya kata sepakal mengenal unsur-unsur pokoknya ya

itu barang dan harga (Subekti, 1989 : 39).



Berpijax pada pasal 1559 KUHPerdt. terdapat larang
an untuk melakukan ulang-sewa (over-sewa) ta.pa izin pe
milik barang, juga melepasxan sewanya kepada orang lain
sebagaimana bunyi dalam pasal 1559 BW :

n3i penyewa, jika kepadanya tidak telan diperizinkan ,
tidak diperbolehkan mengulang-sewakan barang vang dise
seyanya, maupun melepaskan sewanya Kepada orang lain
iatas ancaman pembatalan perjanjlan Sewa dan pengganti-
an biaya, rugi dan bungs ¢

kan setelan pembatalan 1
perjanjian ulang-sewa 1€
1598 ¢ 282 )

Dalam bunyi pasal 1559 KUHPerdt. tersebut, telah
jelas bahwa ''mengulang-sewakanw maupun "melepas-sewakan'

barang kepada orang laiy tanpa 1zin pemililke Dbarang hal

tidak diperbolehkan. Adanya perbedaan antara mengulang-

sewakan dan melepas sewanya kepada orang lain, hal ini
mempunyai. maksud sebaga. berikut :
Dalam hal mengulang-sewakan, si penyewa bertindak

sendiri sebagal pihak yang menyewakan dalam suatu per -

janjian sewa-menyewa kedua yang telanh diadakan olehnya
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dengan seorang pihak ketiga. Sed
paskan sewanya ia mengundurkan diri sebagai penyewa, se
hningga pihak ketiga terseout berhadapan sendiri dengan
pihak yang meunyewakan.

Jika si peayewa sawpai Derbuat apa yang telah dila
rang dalam perjaujian tersebut, maka pihak yang menyewa
kan dapat meminta pembatalan perja .jian sewanya dengan
disertai pembayaran kerugian, sedangkan pihak yang menye

wakan , setelah dilakukannya pembatalan itu tidak diwa-



jibkan mentaati perjanjian ulang-sewa dengan orang ke-
tiga tersebut.

Aturan larangan over-sewa ini berlaku atas penyewa
an ruman dan penyewaan tanah, walaupun didalam UUPA ti-

dak dijelaskan secara terinci mengenal ciri-ciri hak se

-

wa, namun dapat disebutxan bahwa salah satu ciri - CAZZ
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hak sewa adalah, pada umumnya hak sewa bersifat
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pribadi dan tidak diperbolenkan untuk dialihkan kepada
pihak lain ataupun untuk menyerahkan tanannya kepada pi

hak ketiga dalam huoungan sewa dengan pihak penyewa (on
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derverhuur ), tampa izin pemilik tanah (£Zfendi Pe
19491 3 298).
Walaupun bagi orang yang meuyewakan barang tidak
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harus S1 pe.ilik barang sehingga bagzli seseorang yang
mempunyai hak Erfpacht atas suatu benda maka seseorang

dengan hak tersebut dapat menyewalkan barang yang berada
dalam kesuasaannya kepada orang lain (Subekti, 1985
164). Akan tetapl perbdbuatan over-=sewa parang kepaaa o0 =
rang lain tanpa izin dari pemilik barang maka hal ter-
sebut tidak diperbolehkan. Misal, seseorang menyewa ru-
mah yang dalam akad perjanjian sewa-menyewa rumah terse
but tidak diperjanjikan untuk diulang-sewakan kepada 0=
rang lain, namua secara diam-diam tanpa persetujuan (i-
zin) dari pemilik barang (rumah tersebut) si penyewa

menyewakan rumah yang disewanya itu kepada orang lain.

Dengan demikian perbuatan perbuatan dari si penyewa ru-

man tersebut telah melakukan bentuk penyimpangan dalam



pasal 1559 BW.

Oleh karena itu untuk mengetahui secara mendalam
tentang akibat hukum dari over-sewa ta.pa izin pemilik
barang yang dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak ke-
tiga baik dari ditinjau dari segi hukum Islam maupun

egl hukum POsitif, maka diperlukan pene-
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ditinjau dari
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11 igus mem

litian secara deskriptif yang menganalisa sek
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bandingkan antara keduanya.

Urgensi penelitian ini, sekurang-kurangnya ada dua

: dengan penelitian deskriptif hasil-
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manfaat, pertam
nya dapat dijadikan sebagali bahan perba.dingan antara
hukum Islam dengan hukum Positif, kedua : dari segi te-
rapannya dapat dijadikan sebaga. Dbahan untuk menyusun

program pembinaan kenidupan beragama dan bermasyarakate.

B. Identifikasi Masalah.

Dari paparan latar belakaug masalah tersebut 5% da
atas kajian ini dapat di identifikasikan sebagai beri -
kut :

a. Bahwa hukum yang dijadikan sebagal pijakan atas aki-
bat hukum dari pada over-sewa tanpa izin pemilik ba-
rang dalam hukwn Islam akan mengambil dari pendapat
fuqahat.

b. Sedangkan dari segi hukum rositif yang dijadikan se-
bagail pijakannya adalah didasarkan pada pasal 1559

Kitab Undang=-Undang Hukum Perdata.



C. Pembatasan Masalah.

Kajian 1ini hanya membanas akibat hukum over-sewa
tanpa izin dari pemilik barang ba.k dari segi hukum Is-
lam maupun dari segi nukum positif. Oleh karena itu di
perlukan pembatasan masalah yang dirumuskan sebagal be-
rikut :

- dari segl subdyek :
5. Hukum Islam, mengambdil dari pendapat para fu-
qaha'.
b. Hukum Positif, mengambil dari Kitab Undang-Un
dang Hukum Peraata ai Indonesiae.
- dari segi obyek : Masalah akibat hukum over-sewa tan=

pa izin pemilik barang.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih operasional, maka studi ini dirumuskan

dalam bentuk pertanyaan-pertanyaand sebagad berikut :

a. Bagaimanakah deskripsi over-sewa tanpa izin pemilik
barang menurut hukum 1slam dan menurut hukum Posi=
tif 7%

b. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam dan hukum Positif
terhadap akibat hukum over-scwa tanpa izin pemilik

barang 7

E. Tujuan Studi.

Sesual dengan masalah diatas maka tujuan studi ini
dapat dirumuskan sebagai bperikut :

a. mendiskripsikan masala.. over-sewa meuurut hukum Is-



lam dau menurut hukum Positif secara komparatis.
b. Mengadakan analisa mengenal akibat hukum over-sewa
tanpa izin pemilik ovaralg menurut hukum Islam dan

Gl

menurut hukum Positif.
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F. Kegunzan

Sebagaimana layaknya suatu penelitian tentu diha=y
rapkan manfaat atau kegunaannya. Adapun manfaat atau ke
gunaannya studil ini sekurang-Kurangnya untuk :

a. Dapat dijadikan sebagal bahan untuk menyusun hipote-=

sa bagi peneliti berlkuinya yalg berkaltan dengan ma

[A%)

salah over-sewa.
b. Dapat aijadikan sebaga. bshan pertimbangan bagli pem-
binaan hukum Perdata nasional khususnya yang berkait

an dengan masalan sewa-menyewa.

¢, Data Terhimpun.

Adapun data yaug diperlukan daiaw penelitian  1ini
adala# :

a. setentuan -ketentuan yang berkeuaau deagaun masalah i3
Sewa-meuyewa Khususuya masalan over-sewa wenurut hu-
Kwy i1slaw.

b. Ketentuan-ketentnan yang berkenaah dengan masalah
sewa-meuyewa khususnya masalan over-sewa menurut hu-

kum Positif.

H. Sumber Data.

yang dijadikan sebagai sumber utama dalam peneli-
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tian ini adalan :

s. Kitab-kitab Fiqih :
1. Bidayatul Mujtahid,
2. ¥iqih Sunnah,
3, Figih lslanm,
4. Fathul Qarib,

.. HacMauzahibulogrba’

b. Kitab-Kitab Perdata ;
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
9, Undang-Unaang POKOK Agraria,
3, POkOok-POKOK Hukum Perdata,
4. Hukum Agraria dl Indonesia,

5. Pengautar Studl Hukum rerdata.

1. Metode Analisa Data.

Kajiau ini dilakukan dengan menggunakan metode se-
bagar berikut 3
a. Metode Deskriptif Komparatif ; yaitu menggambarkan

- "

proses over-sewa taunpa izin pemilik barang menurut
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nukum Islam dan menurut hukum Positif kemudian mem =
baldingkan antara kKedualya.

b. Metode Komparatil Analitik ; yaitu menganalisa seca-
ra nomparavif akibat hukum over-sewa taupa izln peml
1ik barang ik menurut nukum |slam dan menurut hukum

positii, yakni hukum Perdata di Indonesia-



